KEPALA DESA CIWALEN KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANIUR

PERATURAN DESA CIWALEN
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERIA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIWALEN,

lenimbang  © a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah
desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim
Penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan
RKPDesa;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu

membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
oleh Kepala Desa:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 210);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentzne Pemhanciunan dan
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13.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24,

25.

27.

28.

29.

Femberdayaan Masyarakat Nesa,

Peraturan Meateri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal fepublik
ndonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang - Perubaban  Ketigasatas
Peraturan Mentert Desa, Pembangunan Daerab Tectinggal dan Trasmigrasi
Republiik Indonesia Nomar 11 Tahun 2019,

Suiat fdaan Menterd Dalam Negen Nomor 412.16/4098/41 tentang
Percepatan Penyaluran Cana Desa, Polaksanaan Bantuan Langsung Tunad
Dana Desa serta Penyampalan Laparan Konsolidasi Belanja Tak Terduga
dan Realisast Pelaksnaan APBDesa

surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranumigrasi
Republik indonesta Nomor §35/pPRi 00/11/2020 Penhal Pembinaan dan
Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Surat - Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Perbinaan
dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

§L|r.1t Ednran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
TAmmmlgraai Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang
Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang
;’(e)r;:)bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2014 Nomor 40);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Nomor 79);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Nomor 97);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi
Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dzerah Kepada
Desa;

Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIWALEN
dan
KEPALA DESA CIWALEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2021

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Cianjur

1.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur

3. Bupati adalah Bupati Cianjur

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam

Kabupaten Cianjur

6 Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

2 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan pPermusyawaratan Desa;

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana

kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
[3. Rencana Kerja Pemerintah Des3, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari
RPIMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

ditetapkan oleh Kepala Desa

selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana
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BAB 1
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENTTAPAN RKPDesia

Pasal 2

U Rencana BKP Deta dapat disimun oleh femenntatisn Gesa dengan membentuk Tim
Ponyusun fKP Deca berdasarkon Keputusan Kepala Desa;

2ooDalam menyasiun rancangan. RKP Deso, Hm Penyusisn (EP [oesa haras memperhatikan
dengan sungguh sungguh asplrast yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh
Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Rancangan RKP -Desa yang berasal dark Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada

Kepala Desa antuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam
musyawarah desa penyusunan RKP Desa

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa
penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa

tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;

5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD

dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat,

6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam

peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam

Lembaran Desa

BAB Il
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2021
Pasal 3

BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi

dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam

mengambil keputusan;
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa

berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MiSI

Pasal 4
isi - Kebersamaan dalam membangun demi Desa Ciwalen yang lebih maju.

Pasal 5
lisi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan De

ielaksanakan pembangunan yang partisipatif;

sa menyelenggarakan pemerintahan dan
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Ber e
“erama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal

dalam mel wanl masyarakat;

B¢ . 1 ,
fSama masyarakat dan Kelembagaan Desa manyelengaarakan pemerintahan desa dan

Mmelaksanakan pembangunan desa yang partisipatit;

Ber<ama mae -
ersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Ciwalen yang

aman, tentram dan damai-

ersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat,

BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6
Strategi Pembangunan Desa -

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. M
3

eningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi

berkembang dan mandiri;
Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa.

masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat

4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan
pemberdayzan masyarakat desa;

5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan
pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;

2. Intensif RT dan RW;

3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
Tunjangan operasional BPD;

Program operasional Pemerintahan Desg;
Program Pelayanan Dasar;

Program pelayanan dasar infrastruktur;
Program kebutuhan primer pangan;

e N s

Program pelayanan dasar pendidikan;

10, Program pelayanan kesehatan;

L1, Program kebutuhan primer Sandang;

12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -
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BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal } nya

Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

ng belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

REar ¢

dengan menempatkan dalam lembaran Desa

/3

NDARSYA
D .(,\\G"‘:’/
L pEsa’ Ciwalen Tahun 2020 Nomor 8

,S.Pd.1

gar setiap oreng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini

. Ciwalen
: 10 Nopember 2020

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA CIWALEN

DADANG SUTISNA
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